KEMENT T RIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR KP-DJPU 98 TAHUN 2C"5
TENTANG

RENCANA TATA LETAK FASILITA BANDAR UDARA DABRA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023
tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi
Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas
Landas Helikopter, diatur bahwa dalam hal Bandar
Udara yang telah ada dengan kode referensi Bandar
Udara/ code number 1 yang tidak dapat dikembangkan
karena keterbatasan lahan, diusulkan rencana tata
letak fasilitas Bandar Udara yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal sebagai pengganti Rencana Induk
Bandar Udara;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kajian rencana tata
letak fasilitas Bandar Udara Dabra di Kabupaten
Mamberamo Raya Provinsi Papua, telah memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara
Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun ~J08 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 994);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, T abahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng nti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10.

11.

12.

13.

14.

0.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelc arian Lir ‘tungan Hidup
Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan ' *mbar-1 Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 5295);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyeler jaraan Bidang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 6644);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi T "wun
2023 Nomor: 9. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor : 18-272/2023);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor
2 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun ~J15-
2035;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun
2021 tentang Standar Pembangunan Bandar Udara
serta Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
(Berita Ner~—a Republik Indone ©~ Tahun 2021 Nomor
581);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun
2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 Tentang Aerodrome (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2023 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi
Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas
L 7 ;s Helikopter (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1003);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 .ahun
2024 tentang Tatanan Kebandarudar n Nasional,
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:1. Surat Kepala Kantor UBPU Dabra Nomor:

HK.005/46.30.1/UPBU.DBR-2023 tanggal 30 Januari
2C"~3 Perihal Permohonan Pengesahan Rencana Induk
Bandar Udara Dabra;

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
tanggal 29 April 2024 Nomor : 900/062/SET/IV,/"224
Perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan
Mengendalikan Tata Guna Lahan Disekitar Bandar
Udara Dabra;

3. Surat Kepala Kantor UPBU Tanggal 30 Januari 2025
Nomor : HK.005/57.30.1/UPBU.L..H-2025 Peril ’
Permohonan Penge "1an Rencana Induk Bandar Udara
Dabra;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA TENTANG RENCANA TATA LETAK FASILITAS
BANDAR UDARA DABRA DI KABUPATEN MAM ERAMO
RAYA PROVINSI PAPUA.

: Menetapkan Rencana Tata Letak Fasilitas Band ~ Uc a

Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua,
dengan titik ujung landas pacu TH. 06 terletak pada
koordinat geografis 03° 16' 20,92" Lir*~ 1g Sela’ 1 (LS); 138°
36' 38,15" Bujur Timur (BT) atau pada koordinat Bandar
Udara X  20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana
sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang
mempunyai azimuth 57° 04' 31,241" geografis dan sumbu
Y melalui ujung landas pacu TH. 06 tegak lurus sumbu X.

: Lokasi dan titik ujung landas pacu bandar wudara

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
tercantum dalam Lampiran Gambar Nomor 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai titik

referensi bandar udara/Aerodrome Reference Point (ARP)
yaitu 03° 16’ 13,35” Lintang Selatan (LS); 138° 36’ 43,89”
Bujur Timur (BT).

: Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Dabra di

Kabupaten M~ aberamo Raya Provinsi Papua, sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini, terdiri atas:

kebutuhan fasilitas;

tata letak fasilitas;

tahapan pelaksanaan pembangunan;

kebutuhan dan pemanfaatan lahan; dan

kawasan keselamatan operasi penerbangan;

°p0 T



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KES . _MBILAN

“TSEPULUH

KESEBELAS

: Bandar Udara Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya

Provinsi Papua dibangun dengan luas kurang lebih 6,2 Ha
(Hektar), terdiri atas:

a. luas lahan eksisting =t 6,2 Ha (Hektar)

b. Luas lahan pengembangan =+(0 Ha (Hektar)

Total kebutuhan Lahan Bandara =+ 6,2 Ha (Hektar)

: Bandar Udara Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya

Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA merupakan bandar udara dengan hierarki
pengumpan (spoke) klasifikasi 1B yang direncanakan tetap
menjadi pengumpan (spoke) klasifikasi 2C dan
diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Penyelenggara Bandar Udara Dabra di Kabupaten
Mamberamo Raya Provinsi Papua sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM KFT™NAM, wajib memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Pembangunan Bandar Udara di luar Rencana Tata Letak

Fasilitas Bandar Udara harus mendapatkan persetujuan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pr—hYhiayaan 'y g timbul atas Rencana Tata Letak Fasilitas
Bandar Udara Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya
Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Direktur Bandar Udara dan Kepala Kantor Otoritas Banc -

Udara Wilayah X melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan Tirektur Jende: T ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 APRIL 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

inya
kum,
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Salinan I’ »utt n Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Gubernur Papua;

Bupati Mamberamo Raya;

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten M 1beramo Raya;

Sekre’ - is Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Direktorat Jenderal
dan Para Kepala Badan di Lingkingan Kementerian Perhubungan; dan
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra
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tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu
rambu udara dengan lampu-lampu lain;

tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara;

tidak melemahkan jarak pandang sekitar Bandar Udara;

tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara
lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas
landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud
mempergunakan Bandar Udara.

Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau
melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian IV
Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 harus mendapat
persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

b.
c.

merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi
penerbangan;

memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi
penerbangan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Gambar
Nomor 5 dan Lampiran Gambar Nomor 6 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd.
LUKMAN F. LA A

slinya
ukum,





















